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TENTANG

ARAN GAJI KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS

DAN TENAGA HONORER HARI LIBUR NASIONAL/CUTI BERSAMA HARI

BESAR DAN AKHIR TAHUN,q.NGGARAN
DI LINGKU PEMERINTAH KABUPATE}{ KATINGAN

DENGAI* RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I

I BTJPATI KATINGAN,

Menimbang : berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 29

2At3 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan
ian Tenlga Harian Lepas di Lingkungan
Kabupaten Katingan khususnya pada Bab IV

6 perlu dialrr tentang mekanisme pembay.aran gaji

Tinaga Harian kpas dan Tenaga Kontrak. khusus
Libur Nasional/Cuti Bertiama dan Hari Besar

dengan telah ditetapkana_va hari libur nasional dan

berslma setiap tahun serta mengantisipasi
ran gaji bagi tenaga harian lepas (PHL) dan tenaga
setiaf,;khit tahun angga-::an, maka dianggap perlu

peraturan tentang mekanisme pembayaran
tenaga harian lepas (PHL) dan tenaga kontrak

hari libur nasional/cuti bersama, hari besar
dan akhir tahun anggaran di lingkungan

Kabupaten Katingan;

berdasarkan pertimbanga:r sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
m Bupati Katingan ten&rng Pedoman Pengelolaan
Harian Lepas dan Tenaga Honorer di Kabupaten

Mengingat -Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Raya dan Kabupaten Barito Timur di Frovinsi

Tengah (Lembaran N"egara Republik Indonesia

zOOZNomorlsTarnbahanLernbaranNegara
blik Indonesia Nomor a18O);
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2. ndang Nomor 1 'Iahun 2AA4 tentang
Republik

kmbaran
Negara (Lembaran Negara

ia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Republik Indonesia Nomor a355);

3.U Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah {Lembaran Negara Republik
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran

Undr,img-Undang Nomor 12

aassl;

Tahun 2ALL tentang

Pemlrcntukan Peraturan Perundangan-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o11 Nomor
82, Tambahan l,ernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a\
l

S. Und{ng-Undang Republik lrdonesia Nomor 5 Tahun 2014

tent{ng Aparahrr Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indo$resia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran

N"gqhra Republik Indonesia Nomor 5a9a) ;
I

und.r,rng-undang Nomor 23 Tahun 2al4 tentang
pemrr:rintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahrrm 2Ol4 Nomor 244, Tamt'ahan Lembaran Negara

Rept,rblik Indonesia Nomor 51187) sebagaimana telah

diub,ah beberapa kali terakhir, dengan undang-undang

Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

undiing-undang Nomr 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintah

Daeyah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

NomorSs,TambahankmbaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 567O);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5' tentang

PenS,Lplolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indo,nsia Tahun 2oo5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578l;

Peraituran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun

2OAt::) tentang Pokok-Pokok Penge:lolaan Keuangan Daerah

(Irnrbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2AO9

Nomor 1);

Daerah KabuPaten Katingan Nomor 9 Tahun
Perangkat
Republik

Lembaran

201 tentang Pembentukan clan Susunao

ia Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan

Republik Indonesia Nomor 35);

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

Pedoman Pengelola,an Keuangan Daerah

telah diubah beberapa kali terakhir, dengan

Nega.ra Republik Indonesia Nomor

4.

6.

7.

8.

9.

I(abupaten Katingan (I*tnbaran Negara

10.

t .ut Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
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tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
ri Nomor 13 I Tahun 2006 tentang Pedoman
lolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan TURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN
.YARAN GAJI KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS DAN

KONTRAK UNTUK LIBUR NASIONAL / CUTI
, HARI BESA KEAGAMAAN DAN AKHIR TAHUNBE

AN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PATEN KATINGAN

Dalam Peraturan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Ka Katingan

2. Dewan Perwakilan t Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua,
Wakil Ketua dan DPRD Kabupaten Katingan.

3. Bupati adalah Bupa Katingan

dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
Daerah Kabupaten Katingan.

4. Anggaran Pendapa
Anggaran dan Belan

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
urusan pemerin yang menjadi kewenangan daerah.

6. Satuan Kerja Keuangan Daerah yar,g selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Perangkat
Anggaran/Pengguna
daerah.

rah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan

Pejabat Pengelola Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan
melaksanakan
Daerah.

Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
laan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum

adalah pejabat

7.

8. Pengguna
anggaran trntuk

bulanan
dibayar

tugas
pemegang kewenangan penggunaan

pokok dan fungsi Organisasi Perangkat

Kabupaten Katingerr.

Penelitian dan Pengembangan yang

Daerah (OPD) yang pinnya.

9. Bendahara Umum yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam tas sebagai Bendahara Umum Daerah.

1O. Inspektorat Daerah Inspektorat

1 1. Badan Pembangunan,
Bappeda.selanjutnya disingka

12.Badan Pengelolaan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

ir
BPKAD Kabupaten

13. Tenaga Harian yang selanjutnya disingkat Tenaga Harian Lepas adalah
Pekeria borongan menerima upah harian. Upah tersebut diterima secara

hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang
volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara

borongan. Jumlah
keria dengan rata-

i-orang diperoleh dengan cara rrengalikan jurnlah hari
jumlah pekerja per hari kerja.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkuP Tenaga
pedanjian kerjasama,
pengawasan tenaga ft:pas dan tenaga honorer-

BAB III
E PEMBAYARAN

Pasal 4

tu Untuk bulan desem
sebelrrm beraktrirnYa
pertimbangan untuk
anggaran;

ian Irpas Kabupaten Katingan meliputi penganggaran,

p"tt"^it*, pertanggungiawaban, pelaporan dan

clapat dilakukan pembayaran gqii minimal 3 (tiga) hari
lrulan berkenaan, hal tersebut dilakukan dengan

isipasi outstartding cash pada alrtrir tahun

(2) Pembayaran gaji Yang
dan Hari Besar
sebelum hari libur;

Dalam kondisi akhir
APBD daPat
Penetapan batas
kebutuhan BUD

Peraturan BuPati ini
Agar setiaP orang
Bupati ini dengart

rtan dengan Hari Libur Nasional /
dapat dilakukan PembaYaran gqii

Cuti Bersama
1 {satu} hari

(u

tzt

PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
Pasal 5

-irun anggaran, batas terakhir pembayaran atas beban

sebelum tanggal terakhir pada akhir tahun'
rir pembayaran dilakukan dengan mempertimbanglan
*"rry"t u"it*" administrasi pengelolaan kas daerah.

BAB IV

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

i berlaku pada tanggal diundangkan'
memerintahkan pengundangan Peraturan

dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan'

, 'i ,..t.:[:;;..';.' .'-:i'.;

/J

di Kasongart

OEBNILH KABU})\TEN KATINGAN TAHUN 2OI7 NOMOR :J'IJ;
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